


Berdasarkan kelernahan-kelernahan tersebut, BPK rnerekornendasikan kepada 

Bupati Paser antara lain agar rnenginstruksikan: 

1. Kepala BKAD untuk rnenjaga kean1anan data dan transaksi keuangan dengan

rnenyiapkan backup sebagai cadangan penyimpanan data dan melakukan evaluasi

rnenyeluruh atas irnplernentasi aplikasi SIPD untuk dikomunikasikan dengan

Kemendagri sebagai bahan perbaikan dan pengembangan aplikasi SIPD;

2. Kepala Bapenda memproses penetapan Wajib Pajak kepada PT PSU serta melakukan

pemeriksaan Dasar Pengenaan Pajak Restoran berdasarkan ornzet senilai

Rp310.549.798,00, melakukan perneriksaan untuk memperhitungkan pengenaan

denda atas keterlan1batan pembayaran Pajak Restoran kepada PT SMU, melakukan

evaluasi dan pemutakhiran terhadap DBKB yang ditetapkan dalam SK Bupati dengan

DBKB yang digunakan dalam SISMIOP, dan melakukan pemutakhiran data bangunan

dalarn SISMIOP; dan

3. Kepala DPKP2, Kepala DTPH, Kepala DPP, dan Kepala DPUTR memproses

penyelesaian atas kelebihan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat/Lainnya senilai Rp 1.125 .462.199 ,27 dengan menyetorkan ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara terperinci dapat dilihat dalarn laporan ini. 

Sarnarinda, 19 Mei 2023 
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